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ABSTRAK

Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan anak buah kapal (ABK)
menjadi hal yang sangat sulit tercapai karena seririg kali pengusaha atau majikan
kapal kurang memperhatikan kesejahteraan anaks.buah kapalnya bahkan
mengabaikan keselamatan mereka. Pengusaha kapal kadang membuat kontrak
kerja yang merugikan anak buah kapal. Jumlah jam kerja tldak tercantum secara
terperinci dalam detail kontrak kerja yang mereka tanda tangani, dan juga sangat
dteayangkan tidak ada pengobatan yang ahli (Treatment Profesional), kepada
anak buah kapal (ABK) yang-mengalami: kecelakaan kerja. Salah seorang anak
buah kapal (ABK) yang:sempat tertuka tangannya;s hanya dijahit. Dan setelah
yang bersangkutan istirahat beberapa saat, yang bersangkutan diharuskan untuk
kembali bekerja.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1 bagaimanakah kesehatan dan
keselamatan kerja di bidang perkapalan pada PT. Harsasan Caya Abadi di
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan 2) bagaimanakah perlindungan
terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di bidang perkapalan pada PT.
Harsasan Caya Abadi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey, penelitian yang mengambil
sampel dari populasi yang menggunakan wawancara alat pengumpulan data
pokok. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagali
mana adanya.

Kesehatan dan keselamatan kerja di bidangperkapalanPada PT. Harsasan
Caya Abadi dii Kecamatan- ‘Bukit, | Batu i “Kabupaten Bengkalis, terhadap
keselamatan kerja kepada awak Kapal Tug Boat (TB) Laut Seraya 11 tidak
terlaksana. Karena awak kapal tidak mendapatkan fasilitas kesehatan selama
berlayar di laut dan awak kapal untuk bekerja tidak mengikuti Pasal 77, Pasal 78
dan 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di bidang perkapalan
pada PT. Harsasan Caya Abadi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
yaitu tidak terawasinya oleh pemerintah bagaimana sistem Kkinerja kapan serta
tidak adanya aturan khusus kepada pekerja kapal seperti kapal-kapal lokal yang
berlayar di perairan Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Lemahanya
pengawasan dari pemerintah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau
perusahan-perusahan yang ingin mencari keuntungan besar, tanpa melihan dari
kesehatan dan keselamatan kerja dari karyawannya.

Kata Kunci : Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Perkapalan

Xi



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

ABSTRACT

Increasing the productivity and welfare of ship crew (ABK) becomes
very difficult to achieve because often employers or employers do not pay
attention to the welfare of their crew and even ignore their safety. Ship employers

; e number of hours of work

Bengkalis Rege and ‘ 3 alth and safety
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BAB |

PENDAHULUAN

pembangu

Selai

Pemerintah juga telah membuat aturan-aturan untuk melindungi para
pekerja di laut agar terjaga keselamatan nya, namun di dalam fakta masih banyak
terdapat pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah mempunyai tujuan agar
ketenagakerjaan yang adil dan makmur sehingga harus di lindungi keselamatan

nya (Husni, 2005:24).
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Perkembangan zaman yang sangat pesat dapat menimbulkan kemajuan yang

sangat pesat pula baik di dalam bidang teknologi, intelektual serta mesin-mesin

yang ada di dalam kapal. Seiring dengan perkembangan tersebut seharusnya

Sedangkan Jaminan sosial tenaga kerja telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang
terdapat di dalam Pasal 1 angka 1.

Pekerja yang ada di dalam kapal juga sangat diperlukan agar kapal itu tetap

terjaga serta terawat, termasuk bagian-bagian mesin yang ada di dalam kapal.
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Faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum pekerja di laut yaitu terdiri

dari :

1.

Faktor Internal

Selain itu ada beberapa peraturan yang telah mengatur mengenai kesehatan

kerja dan keselamatan yaitu :

1.

2.

Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Ciri-ciri pemeliharaan dan pemasangan alat pemadam api ketentuan
Menteri Nomor 4 Tahun 1980

Ciri-ciri keselamatan kapal Safety of life at sea 1974
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4, Standart khusus TCW 1978 amandemen 1995

5.  Kode tentang manajemen internasional untuk keselamatan

6.  Pencegahan pencemaran dan pengoperasian kapal

iatur di dalam

Kerja yaitu:

dengan cara

7. Mengendalikan dan mencegah timbulnya penyakit akibat dari suatu
pekerjaan

8. Menerima penjelasan yang layak dan sesuai

9.  Harus menjaga udara yang berkualitas

10. Dan lain sebagainya
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Tujuan hukum untuk perlindungan pekerja kapal di laut adalah :

1.  Memberikan perlindungan kerja

2. Tidak menyalahgunakan/sewenang-wenang kepada pekerja

1. Program Publik

2. Perlindungan

3. Risiko sosial ekonomi

Keselamatan kerja mempunyai pengertian yakni melindungi pekerja dari
bahaya-bahaya pekerjaan yang akan merugikan nya, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Kemudian agar hasil dari pekerjaan yang di lakukan menjadi lebih
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maksimal sehingga tidak ada pihak yang akan di rugikan. Selain itu kesehatan
kerja adalah menjamin kesehatan para pekerja dari tempat berkerja nya agar tidak

menimbulkan dampak buruk bagi si pekerja.

hal angkatan
laut baik peme ) pi ';_ : erperan dalam

membangu gkate “Unt encapai  tujua pun  upaya dalam

perjanjian kerja laut serta perlindungan yang bekerja di laut, dengan adanya
perjanjiankerja tersebut di harapkan dapat terlindungi hak dan kewajiban para
pihak. Sebagai dasar terjadinya hub kerja antara pekerja dengan pengusaha kapal.
“Hubungan kerja ini pertu dibina dan diarahkan agar masing-masing pihak dapat
saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan melaksanakan

kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan kerja yang serasi dan
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selaras yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.Salah satu usaha peningkatan kesejahteraan yang

dimaksudkan adalah berupa jaminan sosial yang merupakan wujud dari
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awak kapal yang berisikan :
1. 1 (satu) nahkoda;
2. 2 (dua) mualim;
3. 1 (satu) kepala kamar mesin;
4. 2 (dua) orang masinis; dan

5. 3 (tiga) orang juru mudi.
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Pada saat pengangkutan kayu akasia dari Sungai Hiyu ke Perawang, Kapal

Tug Boat (TB) Laut Raya 11 menghabiskan waktu 4 (empat) hari 4 (empat)

malam perjalan laut. Seluruh awak kapal ikut dalam Kapal Tug Boat (TB) Laut

yaitu ”Tinjauan Hukum Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang
Perkapalan Pada PT. Harsasan Caya Abadi di Kecamatan Bukit Batu

Kabupaten Bengkalis”.
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Rumusan Masalah

1.  Bagaimanakah kesehatan dan keselamatan kerja di bidang perkapalan

pada PT. Harsasan Caya Abadi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten

1. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada
umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan
masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai
Perlindungan Hukum.

2. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang di peroleh.
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D. Tinjauan Pustaka
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hubungan kerja terjadi antara majikan dan pekerja serta menimbulkan

)ara pekerja harus di

‘ol“‘ .’& ‘ an korban
z

erja tidak akan

Z‘@\‘%‘-

=\
-
—
&
o)
D
2
D
—
DD
QD
>
>
s

Sumber produksi harus dipergunakan dan dipelihara secara baik dan
efisien
Keselamatan kerja bisa terwujud apabila tempat bekerja tersebut aman.
Masalah keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti ibarat nya kehidupan
manusia, tanpa kita sadari dan tanpa di duga-duga kecelakaan kerja bisa saja

terjadi meskipun kita sudah mengggunakan peralatan keselamatan kerja. Selain itu

10
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keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat oleh pemerintah
khusus untuk melindungi para pekerja agar si pekerja tetap bersemangat dalam

pekerja karena sudah memperolah perlindungan hukum yang sudah di cantumkan

Agusmidah (2010:75),
!

watt)
)
o

g dilakukan
akibat dari
pekerjaan

Men aneg - an-kesehatan kerja
adalah upa ; s an. kebutuhan baik

secara roha

makmur.

Menurut Mathis dan Jackson (2002:245), keselamatan kerja mempunyai
kaitan yang erat dengan keaadan fisik seseorang agar terhindar dari cedera yang
didatangkan dari pekerjaan yang di lakukan oleh si pekerja. Selain itu keselamatan
harus diutamakan sebelum di lakukan nya pekerjaan, sebaiknya harus di berikan

himbauan terlebih dahulu bagi para pekerja oleh para pengusaha sebelum

melakukan pekerjaan nya.
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Menurut Silalahi dan Rumondang (1991:23), Keselamatan kerja adalah

keselamatan yang dilakukan oleh si pekerja untuk menghindari akibat buruk yang

akan menimpa si pekerja itu.

i dalam

suatu kecelakaan
yang di al kerjaanya baik
secara lang upah/gaji oleh

pengusaha.

awal yang harus di pahami dan diperhatikan secara serius oleh pengusaha yang
akan memberikan oleh para pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan
pekerjaan yang luas sehingga menekan angka penggangguran.

Menurut P.K (2003:4), Keselamatan kerja harus diadakan program nya yang

mempunyai tujuan agar :
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1. Melindungi keselamatan tenaga kerja

2. Menjamin keselamatan tenaga kerja

3. Sumber produksi efisien dan yang aman

1.  Membayar upah dengan sangat murah terhadap pekerja

2. Memperlakukan pekerja dengan sesuka hati

3. Tidak memperhatikan kondisi fisik si pekerja

Kesehatan kerja juga bisa dimasukan ke dalam perlindungan sosial karena
berdasarkan aturan yang telah di tetapkan. Namun kesehatan kerja mempunyai

sifat memaksa yakni :
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1. Aturan yang berlaku di dalam nya bukan untuk melindungi kepentigan
seseorang saja melainkan untuk melindungan kepentingan orang

banyak termasuk masyarakat yang bekerja dan digaji oleh pengusaha

permukaan air,

ekuasaan hukum

1. Mengurangi risiko kecelakaan di dalam bekerja
2. Meningatkan kesehatan para pekerja
Jadi keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja sangat di butuhkan

guna untuk menjaga keselamatan pekerja dan mengurangi risiko terjadi nya

korban kecelakaan di dalam bekerja.
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2. Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum bertujuan bagi tenaga kerja untuk tercapainya

masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan merupakan hak dari setiap pekerja,

Kesejahtera r : vekerja un a_bekerja” lebih gigih dan
semangat ¢

jaminan soc

Upah, ada hak dan kewajiban antara pekerja dengan penguasa/majikan
yang memberikan upah atas pekerjaan yang telah di lakukan nya

c.  Perintah, ada nya perintah yakni yang berhak memberikan perintah
dan melaksanakan perintah (Febrianti, Jurnal UIR Law Review, 25

April 2017:88).
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Perlindungan hukum bagi pekerja meliputi :

a.  Bidang hubungan kerja

b.  Bidang jaminan sosial tenaga kerja

imbalan berupa upah itu dapat diberikan secara perhari, perminggu ataupun
perbulan. Tenaga kerja juga bisa terbagi dalam :

1. Full Employed

2. Under Employed

3. Unemployed
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Berdasarakan Pasal 1 ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan di dalam yaitu dalam hal ini orang merupakan subjek

dari tenagakerja sudah bisa melakukan pekerjaan secara layak sehingga dapat

ini.
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E. Konsep Operasional

Menurut Syafrinaldi (2017:12), Konsep operasional merupakan konsep

yang berisikan mengenai batasan yang berhubungan dengan definisi atau istilah

cutestat.com/, diakses pada tanggal 11 april 2019 pukul 16.00 WIB).
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F.  Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis san sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum

Menurut Syafrinaldi, 2017:15), Populasi adalah jumlah objek yang diteliti
secara keseluruhan. Populasi yang sudah diteliti harus mempunyai sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti.
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Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

Jabatan Populasi Sampel

Orang

4.

primer dan data sekunder.

Alat Pengumpulan Data

a.  Wawancara merupakan alat yang di gunakan untuk mengumpulkan
data dengan cara melakukann Tanya jawab kepada responden secara
langsung dengan permasalahan sesuai rumusan masalah yang penulis

angkat.
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b.  Observasi merupakan pengamatan yang dibuat oleh peneliti dengan

cara mengumpul data dengan melihat fenomena di dalam masyarakat

(Syafrinaldi, 2017:19).

pun .dalam penelitian ini penuli gou metode penarikan
kesimpulan ye etod fat umum kearah
khusus yang

penjelas.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A.
1.

di dasar dan
berlaku u n pengusaha,
tentang ba n dengan hub
kerja. (G

kerja dimana
kerjaan yang pekerjaan yang
dilakukan o Menurut Imam
Soepomo H atenagake g ’ ar & peraturan, baik

tidak tertulis maupt | berte eorang pekerja dengan

beberapa unsur antara lain bahwa hukum tenaga kerja berbentuk tidak tertulis
maupun tertulis, mengatur hubungan antara majikan dan pekerja dalam hal ini
adanya upah atau balas jasa, mengatur perlindungan tenaga kerja, dan pengusaha.
Cakupan Ketenagakerjaan tidak sempit dan terbatas, kenyataan dalam
prakteknya sangat komplek dan multidimensi. karena itu, lebih baik hukum tenaga

kerja tidak hanya mengatur hub kerja saja tetapi haruslah mengatur di luar hub

22



kerja namun masih di lingkup tenaga kerja. Sedangkan asas yang digunakan
dalam hukum Ketenagakerjaan bertumpu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 bahwa “pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan melalui koordinasi.fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pada
dasarnya asas ketenagakerjaan sesuai dengan asas khususnya asas demokrasi, asas
adil dan merata serta pembangunannasional” (Abdul Khakim: 2003, 6).

Hukum Kketenagakerjaan untuk mencapai agar terlindaungnya pekerja dari
sifat penguasa oleh pegusaha dan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pasal 4
menegaskan ~ bahwa = tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan = meliputi
mendayagunakan dan adanya pemerataan kesempatan kerja untuk memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta
meningkatkan kesejahteraan-tenaga kerja dan keluarganya serta memberdayakan
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. (Sendjun Manulang: 2001, 2).

2. Pengertian Tenaga kerja

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah yang.mampu memenuhi jada dan produksi
bagi masyarakat yang mampu melakukan pekerjaan di atas dapat di sebut pekerja
(Lalu Husni: 2005, 15). Sedangkan menurut Imam Soepomo adalah setiap orang
yang bekerja dengan orang lain danmenerima sejumlah uang dari hasailkerjanya,
Setiap orang yang menetap dalam suatu wilayah Negara, jadi disebut tenaga kerja
dapat pula di sebut cukan tenaga kerja, dapat warga Negara dapat pula orang asing

(Sehat Damanik: 2004, 2).
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Pengertian Tenaga Kerja di atas sejalan dengan pengertian Tenaga Kerja

pada umunya dan berdasarkan konsepnya. Dapat dilihat para pekerja memiliki

tingkatan atau jabatanya, dengan hak berlainan antara kelompok yang satu dengan

pekerjaan.
Nomor 21
istilah terse
kepada perlaw [ ] at S diganti menjadi

pekerja(Lal

ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional yakni
asas demokrasi, asas adil dan merata Karena pembangunan Ketenagakerjaan
menyangkut dan terkait dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah, pengusaha,
dan pekerja atau buruh oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan
ketenagakerjaan dilaksanakan dengan terpadu dalam bentuk kerja sama yang

saling mendukung.”
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Sedangkan tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan menurut Manulang adalah :

a.  Untuk melindungi tenaga kerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari

pengusaha.

secara optimal

4.
Menurut statusnya pekerja dibedakan menjadi tiga antara lain yaitu :
a.  Pekerja harian adalah memperkejakan sesuatu yang berbeda beda atau
berubah ubah denga menerima upah berdasarkan kehadirannya.
b.  Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/majikan

dengan menetap dan menerima upah

25



C.

Pekerja borongan adalah pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan
dengan menerima upah berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan

oleh pekerja. (Abdul Khakim: 2003, 14).

5. Hak-Hak Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-Undang Tenaga

Kerja yang mengatur hak-hak tenaga Kkerja yaitu, pekerja memiliki hak menerima

perlindungan dari segi keselamatan kerja dan kesehatan kerja (Pasal 86), tidak

hanya tenaga Kkerja tetapi keluarganya berhak mendapatkan perlindungan (Pasal

99), Hak-hak sebagai tenaga kerja yaitu :

a.

“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan
dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesual dengan bakat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Setiap pekerja atau-buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja perusahaan atau lembaga
sertifikasi.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama
1,5 (satu setengah) bulan selama saatnya melahirkan anak dan 1,5
(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter
kandungan atau bidan.

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
menikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan
kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di
tempat kerja.

Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan waktu kerja.

Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan
berhak memperoleh 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat
dokter kandungan atau bidan.

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Moral dan kesusilaan.

2. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilainilai agama.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Setlap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh

Setiap uh berh dan menjadi anggota

.n ﬂ m@““‘w‘ .’ dan serikat

peke dan damai

usia Perlakuan

ghormatan yang

Di berikan jaminan ya pengusaha.
seimbang antara dirinya dan kawan-kawanya dalam tugas dan
penghasilanya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat
dan Perlakuan yang adil.

waktu dan Penjelasan dan kejelasan status, cara kerjanya pada majikan

atau perrusahaan kepentinganya selama hubungan kerja berlangsung
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dan Jaminan perlindungan keselamatan diri. (Ridwan Halim: 2005,

45).

e.  Melaksanakan tugas dan segala kewajibanya secara layak dalam arti

menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut
keperluanya” (Pasal 1604 d KUHPerdata) (Ridwan Halim: 2005, 4).
7. Hubungan kerja
Menurut Imam Soepomo Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjadi

setelah adanya perjanjia yang dibuat antara pengusah adan pekerja. Dimana
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pihakpekerj abersedia melakukan pekerjaan dan menerima upah yang diberikan
pengusaha dan pengusaha bersedi amembayar gaji yang telah diperjanjikan.

(Zaeni Asyhadie: 2007, 3). Sedangkan menurut Lalu Husni, Hubungan Kerja

sejumlah

Peru

pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan merupakan unsur
yang terpenting karena pekerjaan merupakan prestasi yang
diperjanjikan oleh pekerja/buruh.Adanya perintah/petunjuk dari
pengusaha Perintah atau petunjuk dari pengusaha juga merupakan
unsur yang utama dalam suatu hubungan kerja karena dengan adanya

unsur perintah atau petunjuk dari pengusaha inilah, suatu “hubungan”
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itu dapat dikategorikan suatu hubungan kerja. (Zaeni Asyhadie: 2007,
5).

Karena Jaminan sosial umumnya berkaitan dengan sistem pembayaran upah

m-pembayaran iuran

secara bulanan

dengan upah sehari dikalikan tiga puluh

3. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah
sebulan dihitung dari upah rata-rata tiga bulan terakhir.

b.  Dengan sistem pembayaran di perundingkan sistem pembayaran upah

dengan nantinya ketua kelompok akan membagikan kepada para
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anggota dan cara memberikan upah kepada pengurus suatu kelompok

pekerja tertentu

c. Pada umumnya pembayaran upah pada pekerja borongan untuk

kategori kecelakaan yang menimbulkan kerugian yaitu kematian maupun
kerusakan peralatan dan kerugian harta benda dan mesin dan kerusakan
lingkungan yang secara luas cacat, serta luka/cidera, (Tarwaka, 2008: 4).

Telah jelas diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak

mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moril dan
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kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.” Dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan jaminan perlindungan

serta dapat meningkatkan kualitas produksi untuk kenyamanan bersama.

, 2010: 28).

g
3
A

Kerja secara
baik forma a memberikan
perlindunga

tegas dan je

oleh setiap

ATALNATN

_|
QD

=5
o

=)

[N
[(e]
\I
o
=ty

Adap

a.
b.

0'
d.  memberi pertolo

e. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

f.  mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,
kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca,
sinar radiasi, suara dan getaran;

g.  memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
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h.  memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

i mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik

fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

g, binatang,
, lingkungan,

uat, perlakuan

pada pekerjaan

(,
Y,

Di samping syarat-sya . esuai Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di atas, “juga
dilengkapi syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan,
pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan,
pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi

yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.”
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Dalam hal ini mencangkup beberapa prinsip yangmeliputi bahan, bidang
konstruksi, pemberian label guna menjamin keselamatan barang-barang itu

sendiri.pembuatan, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan

perlindungan, dan
<Nyt 1) “

b. Bagi pekerja dalam masa kerjaanya pengusaha harus memenuhi
kewajibanya di antaranya :

1.  Melakukan pemberutahuan terhadap kecelakaan dan membantu

pembinaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan

pertama pada kecelakaan (P3K), peningkatan usaha

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada umumnya.
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2. Cek fisik dan mental harus dilakukan secara berkala

3. Menyiapkan perlengkapan savety atau perlengkapan kselamatan

4. Memasang demo atau gambar mengenai keselamatan dlam

elamatan kerja

petugas (Lalu

2. Memenuhi dan menaati persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang berlaku di tempat kerja.

3. Menjelaskan keterangan yg benar apabila diminta oleh pegawai
pengawas atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh tenaga kerja adalah :
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1.  Yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal

khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batasbatas yang

masih dapat dipertanggungjawabkan.Menyatakan keberatan apabila

kejadian

menimbulkan kerugian baik waktu, enda ) maupun korban jiwa

kerusakan, yang sekurang-
kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja

c. Tidak diinginkan karenatidak adanya unsur kesengajaan atau
direncanakan(Tarwaka, 2008: 5).

Kecelakaan dapat terjadi apabila dalam tempat kerj dan saat proses produksi

dan terjadi secara bersamaan. Dari pendapat para ahli kecelakaan dapat terjadi
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dengan sendirinya, dan bisa juga terjadi beberapa faktor dan terjadi sekaligus.
Yang menjadi penyebabnya dapayt dilihat sebagai berikut :

a. Asal mula atau Sebab dasar

uti persyaratan

dari prosedur

attitude and habits Ketidakfungsian tubuh karena cacat
yang tidak Nampak (bodily defect)

b)  Keterampilan kerja yang kurang dan pengetahuannya (lack
of knowledge and skill)

c) Kelelahan dan kejenuhan (fatique and boredom)
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d) Ketidakmampuan bekerja secara normal (inadequate
capability)

e)  Tidak mengerti dengan sistem baru (confuse and stress)

%

.:
’ q
’
f]
I
’
e
[

x A )

" lingkungan
Q‘ alatan tempat kerja)
Q nyebabkan kecelakaan

kerja perkaitan dengan penyediaan

fasilitas
3. sarana pendukung kerja dan Interaksi manusia.

sarana pendukung kerja kebolehan dan keterbatasan manusia

harus sudah dilaksanakan sejak perencanaan dan Dengan

demikian, penyediaan sarana Kkerja yang sesuai dengan
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kemampuan. Apabila interaksi tidak dilakukan dengan baik
maka akan timbul kecelakaan kerja.

c.  Komponen peralatan kerja

dan dapat di gunalkan

pyreeee 'o..
2

5. Pengertian dan Landasan Hukum Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja “sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat
kaitannya dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat memepengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Terdapat
beberapa pengertian kesehatan kerja, Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu

kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja
secara optimal” (Lalu Husni, 2005: 140).

(occupational health) Kesehatan kerja adalah “bagian dari ilmu kesehatan

tingginya
Secara ga ac ala ﬂ» ang Nomor 36

Tahun 200

a. yaya kesehatan ; athya merupakan

Q@ atan bahan baku dan proses
kerja serta per ‘ : : gkungan kerjaAgar diperoleh
produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program
perlindungan tenaga kerja.kesehatan kerja diselenggarakan dengan
maksud setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa
membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Syarat

kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik

maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya.
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b.  Tempat kerja yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah

tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah

terjangkit penyakit atau mempunyai tenaga kerja paling sedikit 10

terjadi akibat terjadinya secara cepat. Yang dapat mempengaruhi keselamtan
pekerja dari tempat yang berbahaya. Untuk mengetahui potensi berbahya perlunya
pengenalan atau pemberitahuan secara berkala agar tidak timbul penyakit. Inilah
penyakit yang berpotensi berbaya sebagai berikut:

a.  Potensi Bahaya Fisik

41



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dapat menjadi bahaya dengan tepaparnya, misalnya: “terpapar kebisingan

intensitas tinggi, suhu ekstrim (panas,dingin), intensitas penerangan kurang

memadai, getaran, radiasi, dll.”

terhadap t enaga Kkerj 5 i an Kimia, bentuk potensi

bahaya (de ’ , asa : [ : ara masuk ke

tubuh, dll.”

C.

Yang berasa atau fs a a tene ang menderita
penyakit-penyakit terten 3 di a yang tidak sehat
di lingkunga ng berasal dari

bahan-bahan

'a an“kerja. Maksudnya dari aspek
kesehatan pekerja yang ‘ g otendsi kluarnya dari norma
ergonomi yang di berlakukan, “Termasuk dalam potensi bahaya fisiologis ini
antara lain: sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak
tepat, beban kerja yang tidaks esuai dengan kemampuan pekerja ataupun
ketidakserasian antara mesin dan manusia.”

e.  Potensi Bahaya Psikologis
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Dikategorikan psiokogi pekerja tidak mampu menghadapinya dan
kurangnya perhatikan dri perusahaan seperti: “penempatan tenaga kerja yang tidak

sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau

pendidikannya,

Sedangkan menurut R. Subekti, yaitu :

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal" (R. Subekti, 2002: 2).

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601 (a) KUHPerdata sebagai

berikut :
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"Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu buruh,

mengikatkan din untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu

majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu".

5 =

Berda 2003 tentang

Ketenagak Kansil dan R.

Subekti me

SRALR NS

/)
1

Perjanjian kerja laut menurut Pasal 1 (5) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 "Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja
perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha

angkutan di perairan™.
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D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Bengkalis
1.  Sejarah Kabupaten Bengkalis

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Nomor 25 Tahun<1956), Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten
yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis dengan
ibukotanya Bengkalis dipimpin-oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat I1.”

“Provinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di
Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara,
hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta
sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Propinsi Riau ke pusat setiap
tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triyun.”

Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbang sekitar 50% produksi
nasional. Bahkan, Riau termasuk tiga propinsiy terkaya di*Indonesia dengan
pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3 trilyun).
Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi andalan untuk pemasukan kas negara.

“Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah ini menjadi tempat
pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang
dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang Bengkalis pada masa lalu
memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada,
dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan kampung nelayan. Dari
Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani,

Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami
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Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan
(terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.”

Di Bengkalis inilah, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris

tan Abdul

Gasib,, Perba ang, Perk g ‘
Tebing Tingo inan R ‘b ﬂ-‘ Kepenghuluan
Betung, K huluan Sia _- ape -_ jak E g lanjutnya, Raja
Kecil mendirikan Kerajaa _' : ok Kerajaan Siak pada

tahun 1723.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis
dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, ibukuta
dipindahkan belanda menjadi bengkalis ke medan. Sedangkan saat pendudukan
Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sesudah perpindahan
tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan

Belanda di Indonesia.
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Pada saat itu, Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk
mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil
menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Belanda
mendapat perlawanan yang cukup.sengit dari.masyarakat Bengkalis

Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut
barang dan kenderaan roda empat|Sarana transposrtasi dari Pulau Sumatera ke
daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Pekanbaru,
Pakning, dan Dumai. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai
jadwal yang sudah ditentukan. Artinya, “bahwa untuk menuju ke Bengkalis
sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja
jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu
sampai dua kali saja sehari.”

Yang berkaitann dengan_itu, Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya
sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau
Bengkalis. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba
mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini. Kota Bengkalis
sendiri terkenal dengan sebutan. Kota. Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan
yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat
ini semakin sulit ditemukan.Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang
dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain
sebagainya).

Untuk menempuh selat bengkalis haruslah memalui aliran sungai siak.

Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan
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darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Sedangkan jalus darat
ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton

atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.Jarak

pantai seharus endal am hal ini pulau
yang di tenga isi gambu v engkalis terdapat
hutan rawa nan at ini a Se 3 jian tengahnya lebih

rendah dan bagian tepi i (be i alis cekung). (Hasan

Misi, yaitu :

a.  Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk
kesejahteraan rakyat.

b.  Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya

manusia untuk kemakmuran rakyat.
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3.

c.  Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan

pembangunan secara spesial, Dalam rangka menjadikan Kabupaten

Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, yakni :

dan Pusat

s menjadikan

perkebunan, daerah,

d.  Terwujudnya pemerintahan yang transparan, bertanggungjawab serta

dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, dan berwibawa, ikhlas

dan berani.

Arti Lambang Bengkalis
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@ 1 da.disamping menggunakan

warna kuning, putih, birt . A : erian warna lambang, yaitu :

a. lkan Terubuk adalah wa

b.  Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang

lima adalah warna putih;

c.  Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning;

d.  Pohon Para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua;

e.  Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan

Arti Lambang, yaitu :
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Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama
perhubungan dan pengambilan hasil laut. serta gelombang lima lapis

melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,

ilayah perairan

g potensial lkan

an pada bulan Proklamasi
berarti , g pangan dimasa sulit;

(https://bengkaliskab.go.id/).
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.G'h"-"’ angka pelaksanaan
,, : ah- tel menetapkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahu 3 tentang ketena

1996: 1).

gakerjaan” (G. Kertasapoetra,

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Ona Aritonang, selaku
Karyawan PT. Harsasan Caya Abadi sekaligus selaku Nahkoda Kapal Tug Boat
(TB) Laut Seraya 11 menyebutkan bahwa, Saya sudah bekerja di PT. Harsasan
Caya Abadi sebagai nahkoda lebih kurang 6 (enam) Tahun (Ona Aritonang,

Wawancara, 1 Agustus 2019).
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Terhadap anak buah kapal, kewenangan Nakhoda ditentukan dalam Pasal

386 KUHD, sebagai berikut :

“Nakhoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata-tertib terhadap

seperti ditentukan dalam Pasal 395 KUHD Nakhoda walaupun berkedudukan
sebagai pemimpin di alas kapal, ia sebelulnya merupakan buruh/karyawan dari
pengusaha pelayaran,:
“Yang dinamakan perjanjian kerja laut iafah perjanjian yang dibuat antara
seorang pengusaha kapal disatu pihak dan seorang buruh dipihak fain,

dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah
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pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai
Nakhoda atau anak kapal” (Pasal 395 KUHD).

Kepala Kantor Kelaiklautan Kapal mengatakan bahwa PKL sudah terformat

telah di berikan

“Hal ini tidak tercantum di dalam PKL, serta memperhitungkan kerugian-
kerugian yang terjadi termasuk biaya untuk memperoleh penggantinya maka
perusahaan akan menghentikannya dengan menghentikan upah dan tunjangan-
tunjangannya. Perusahaan dapat menghentikan hubungan kerja dengan bunjh

kapal yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 Undang-Undang No. 17
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tahun 2008 tentang Pelayaran. maka perusahaan akan menghentikannya dan ia
tidak dapat menuntut dalam hal keuangan kepada perusahan.”

Selanjutnya juga diatur bahwa apabila pernurunan dalam tingkat
pengerjakan tugas; tidak patuh.terhadap nahkeda, Rahmatullah juga menjelaskan
“bahwa pengusaha kapal sering menghentikan buruh kapalnya apabila buruh
kapal kurang mampu melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini pengusaha kapal
terkadang tidak memberikan pesangon kepada buruh kapal yang bersangkutan
tersebut, karena tergantung dari kebijakan perusahaan. Syarifuddin selaku mantan
ABK mengatakan bahwa apabila meninggalkan kapal tiga kali berturut-turut atau
dinilai tidak cakap maka akan diberhentikan. maka perusahaan akan memecatnya
tanpa memberitahuan terlebih dahulu dengan menghentikan gaji dan tunjangan-
tunjangan dan ia tidak berhak menuntut dalam hal keuangan kepada perusahaan
atau buruh kapal tidak wajar dalam bertingkah laku. tidak-disiplin dan mabuk
mabukan di atas kapal.”

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan industrial di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa peran bidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kabupaten Bengkalis dengan
memberikan perlindungan kesehatan kerja dan keselamatan yaitu dengan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan untuk melindungi
tenaga kerja sehingga tidak menyebabkan penyakit akibat kerja, dan kecelakaan
kerja terutama perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi (Daswan,

S.H., Wawancara, 16 Agustus 2019).

55



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Awalnya terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja
Kemudian bersarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang

disepakati bersama. Isi dari perjanjian itu Perjanjian kerja merupakan perjanjian

Berdasarke awan 3 Arjtonang, selaku
Karyawan apal Tug Boat
(TB) Laut Seraya 11 me _- : -_ Se Kerja ’T. Harsasan Caya
Abadi seba: - apat li w . at 3 (tiga) bulan atau
apabila kapal rus a : 1 alkinya, saya baru

bisa libur (O

Karena

Apabila Nakhoda tidak memenuhi kewajiban itu dan kemudian
menimbulkan kerugian bagi pengusaha, pemilik muatan dan mereka yang berada
di atas kapal. Jika memang ada alasan yang kuat untuk itu, misal nakhoda tidak
dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 342 KUHD yang

mewajibkan Nakhoda harus bertindak dengan kecakapan dan kecennatan serta

kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan
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tugasnya.Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Nakhoda merupakan

kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

Nakhoda menurut Pasal 342 ayat (2) KUHD :

aan pelayaran,

mempunyai 3

kepada masyarakat .r@ jang dalam pengawasan pada
dasarnya diarahkan untuk . ari ag dak terjadi penyelewengan atau
penyimpangan dari apa yang diharapkan, serta membantu terlaksananya kebijakan
yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. Dengan kegiatan pengawasan
tercipta suatu yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi terhadap
keberhasilan pelaksanaan kerja (Thamrin S., 2018: 41).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
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Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa dalam
mengatasi kecelakaan kerja yaitu dengan melakukan kunjungan ke perusahaan

yang terjadi kecelakaan kerja untuk melakukan pemeriksaan serta penilaian apa

dan perlakuan

yat (2), UUD

pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat berupa Pemberi kerja selain
penyelenggara Negara apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud:

1.  Teguran tertulis;

2. Denda; dan/atau
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3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu (Pasal 17 ayat (2), UU No.
24 Tahun 2011).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Ona Aritonang, selaku
Karyawan PT. Harsasan Caya-Abadi sekaligus selaku Nahkoda Kapal Tug Boat
(TB) Laut Seraya 11 menyebutkan bahwa, bekerja sebagai Nahkoda Kapal Tug
Boat (TB) Laut Seraya 11 berlayar'diladt/ lebih kurang 4 (empat) hari dengan
perjalan Sungai Hiyu tempat memuat kayu dalam waktu 1 (satu) hari dengan
tujuan Perawang dan membongkar kayu 1 (satu) hari. Jadi, memakan waktu
selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari (Ona Aritonang, \Wawancara, 1
Agustus 2019).

“Sehingga  dinggap sangat perlu untuk meningkatkan kwalitas dan
kedisiplinan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan
Kerja (selanjutnya ditulis SMK3). Tenaga kerja merupakan asset perusahaan yang
harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
mengingat ancaman bahaya potensial yang berhubungan dengan Kkerja.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek
keselamatan dan kesehatan kerja.(K3) melalui peraturan perundangan. Peraturan
perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu upaya
dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran,
dan pencemaran lingkungan kerja yang penerapannya menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja” (Gerry Silaban, 2008: 1).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
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Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa perlengkapan
keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan oleh pihak perusahaan ialah alat

pelindung diri, yaitu :

bersumber dasar tertinggi yaitu Undang-u asar (UUD) 1945
sebagai sumbe ‘ : erundangan K3,

Sumber hu . : ama : asehatan kerja (K3)

negara berhak mendapa erjaan  yang anusiawi  juga mendapatkan
perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Abdul
Rachmad Budiono, 1997: 1-2).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan “bahwa di bidang

hubungan kerja misalnya, masih diperkenankan adanya aturan-aturan yang
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menyimpang dari aturan perundangan, baik aturan itu ditetapkan oleh buruh dan
majikan itu sendiri dalam suatu perjanjian kerja, maupun aturan itu ditetapkan

oleh majikan (dengan persetujuan buruh) seperti dalam peraturan majikan,

peraturan Kese ‘ dijala - a, 16 Agustus
2019).

Ketentu ang keselam: se 12 erja tersebut diatur dalam
Pasal 86 U

1. apairtujuan pe an s'kerja yang optimal

qa d d ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan s ‘ an perundangan yang berlaku
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas :

a.  Perilaku yang sesuai norma dan kemanusiaan
b.  kesehatan kerja dan keselamatan

C. kesusilaan dan moral
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Selain tentang K3 ternyata UU juga menjelaskan tentang pelaksanaan

SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 :

1.  “ketentuan mengenai penerapan system manajemen keselamatan dan

kerjadalam
keras, disinilah+p atan per an masih el _ p ng umum (publiek

rechtelijke)

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Ona Aritonang, selaku
Karyawan PT. Harsasan Caya Abadi sekaligus selaku Nahkoda Kapal Tug Boat
(TB) Laut Seraya 11 menyebutkan bahwa, seluruh awak Kapal Tug Boat (TB)
Laut Raya 11 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang nahkoda;

2. 2 (dua) orang mualim;
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3. 1 (satu) orang kepala kamar mesin;

4. 2 (dua) orang masinis; dan

5. 3 (tiga) orang juru mudi.

sebagai proses untuk .Q . n organisasi dan manajemen

tercapai. Ini berkenaan ara mbuat Kkegiatan sesuai yang

Pengawasan adalah “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan
terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang
dikehendaki” (H. lbrahim Lubis, 1985: 154).

Pengawasan adalah “suatu sistematik untuk menetapkan standart

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
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umpan balik, membandingkan kegiatan nyata, dengan standart, yang telah
ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan
serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien
dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan” (T. Hani Handoko, 1995: 360-361).

Untuk menjamin pelaksanaan: pengaturan ketenagakerjaan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan peraturan pelaksanaannya, maka diadakan suatu pengawasan ketenagakerjaan
adalah “untuk menjamin terlaksanya UndangUndang Ketenagakerjaan maupun
peraturan pelaksanaannya, dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri
dan sebagainya:”

Upaya penjaminan kesejahteraan pekerja dalam konteks hubungan industrial
adalah dengan memberikan:perlindungan secara utuh baik pada hubungan kerja,
waktu kerja, pengupahan dan jaminan sosial. Meskipun peran dan tanggung jawab
mengenai persoalan pemenuhan upah dan jaminan sosial dianggap bukan hanya
kewajiban pengusaha, akan tetapi pemerintah memiliki peran penting dalam
menetapkan komponen atau-besaran minimum nifai upah layak serta pelaksanaan
sistem jaminan sosial secara menyeluruh yang dapat diakses oleh pekerja
(Indrasari Tjandraningsih dan Rina Hereawati: 2009, 73).

Kesehatan dan keselamatan kerja di bidang perkapalan Pada PT. Harsasan
Caya Abadi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, terhadap
keselamatan kerja kepada awak Kapal Tug Boat (TB) Laut Seraya 11 tidak

terlaksana. Karena awak kapal tidak mendapatkan fasilitas kesehatan selama
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berlayar di laut dan awak kapal untuk bekerja tidak mengikuti Pasal 77, Pasal 78

dan 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

B. Perlindungan Terhadap.Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Bidang
Perkapalan Pada PT. Harsasan Caya Abadi Di Kecamatan Bukit Batu
Kabupaten Bengkalis
Kesenjangan kesejahteraan yang sangat besar adalah merupakan penyebab

utama dari pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di kapalkapal asing. Dengan

bekerja di kapal-kapal asing para pelaut Indonesia akan mendapatkan gaji yang
lebih besar daripada bekerja di Kapal Indonesia, di samping itu dari segi

tunjangan juga-lebih menjanjikan untuk bekerja di kapal-kapal asing daripada di

kapal Indonesia. Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan nasional, di satu

sisi kita mengharapkan peningkatan pelayanan pelayaran domestik yang
diselenggarakan oleh armada swasta nasional yang tentu saja diikuti dengan

meningkat pesatnya jumlah kapal berbendera indonesia (Tri Cahyadi, 2017: 98).
Meningkatnya “jumlah kapal Indonesia tersebut tentu saja harus diikuti

dengan peningkatan jumlah™ awak" kapal- yang cukup signifikan, dalam

kenyataannya seperti dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa pelaut

Indonesia lebih tertarik untuk bekerja di Kapal bendera asing. Saat ini untuk

mengatasi kekurangan awak kapal di atas kapal berbendera Indonesia terutama

kekurangan jumlah perwira kapal dan nakhoda kapal maka dilakukan sesuatu
yang melanggar peraturan dari sisi keselamatan kapal yaitu fenomena Nakhoda

Terbang (Dedi Darmawan, 13 April 2010: 1).
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Kewajiban-Kewajiban Pengusahan Kapal, yaitu :

“Syahbandar tidak turut menentukan besarnya upah bagi Awak Kapal,
melainkan ditentukan sendiri oleh pengusaha kapal berdasarkan standar Upah
Minimum Regional (UMR) yang. dikeluarkan  oleh Departemen Tenaga Kerja
(Depnaker) setempat. Membayar upah kepada buruh kapal sesuai dengan
ketentuan yang di setujui, penentuan besarnyajupah bagi ABK berdasarkan UMR.
Pembayaran gaji pokok bagi ABK dibayar per bulan setiap tanggal 30 (tiga
puluh). Syarifuddin selaku mantan ABK mengatakan bahwa upah yang diberikan
pengusaha kapal sesuai standar UMR, dan jarang terjadi keteriambatan pemberian
upah. Rahmatullah, menambahkan bahwa jarang terjadi pengaduan ABK
mengenai keteriambatan pembayaran gaji atau pembayaran gaji kurang
semestinya. Karena besarnya gaji dan pembayarannya telah disepakati
sebelumnya dalam Pasal 5 (a) Perjanjian Kerja Laut.”

Rahmatullah  juga menjelaskan bahwa “biasanya sering pengusaha kapal
memindahkan Awak Kapalnya untuk bekerja dikapal lain akan tetapi kapal milik
perusahaan yang sama, dengan alasan penyegaran dalam pelaksanaan tugas atau
pembaharuan pengawakan ‘kapal dan setiap.perpindahan seorang Awak Kapal
harus membuat PKL yang baru agar terdaftar dalam daftar bahari kapal yang baru
ditugaskannya tersebut. Menunjuk sebuah kapal dimana Awak Kapal bertugas
melaksanakan pekerjaan Menetapkan pengaturan pakerjaan bagi Awak Kapal.
Dalam Pasal 2 (a) PKL, pengusahan kapal telah menunjuk sebuah kapal yang
sebagaimana akan ditempati oleh Awak Kapal untuk bekerja sesuai dengan

jabatannya. Mengenai pengaturan ini diatur dalam Bagian Keempat Peraturan
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Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pengaturan pekerjaan itu

dibedakan berdasarkan jabatan masing-masing Awak Kapal.”

Memberikan arahan kepada Awak Kapal dalam pengangkutan laut.

dibayarkan oleh perusahaan kepada keluarga yang ditunjuknya.”

Pasal 5 PKL bahwa “pengusaha kapal diharuskan menyediakan makanan
dan tempat tidur yang layak bagi Awak Kapal sesuai dengan jabatannya di atas
kapal. Akomodari Awak Kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan
keamanan dan kesejahteraan” Awak Kapal sesuai dengan Bagian Kelima

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000, tentang Kepelautan. Memperoleh
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makanan dan penginapan yang layak di atas kapal selama mereka bekerja di
kapal.

Pada dasarnya Peraturan  Perundang-undangan  dalam  bidang

bedakan statusnya

baik seb 0‘ ja di bidang
. juan hukum
f Iam bidang

tenaga kerja
perkapalan dan

ana layaknya

2 ECE

ungan terhadap

di sektor-sektor

tayaa

kapal.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
1.  “Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang

berlaku” (Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2003).
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2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan “bahwa pelaksanaan
program Keselamatan dan Kesehatai Kerja ,merupakan salah satu program
unggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan percaya bahwa selamatnya
karyawan dan fasilitas perusahaan dapat —meningkatkan produksi dan
produktivitas. Untuk itu siapa saja yang akan memasuki perusahaan berhak untuk
selamat. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud Kepedulian dan penghargaan
perusahaan terhadap manusia” (Daswan, S.H., Wawancara, 16 Agustus 2019).

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan
hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Kemampuan dan keahlian
yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi upah karena dengan penerimaan
upah seorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam
rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. (Soedjardi, 2008:
107).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Daswan, S.H., selaku
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan “bahwa tujuan utama
pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah nihil kecelakaan
yang berarti bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis

tanpa adanya suatu kecelakaan. Karena untuk mencapai produktivitas, seorang
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karyawan harus dalam keadaan sehat dan bebas dari suatu kecelakaan. Sehingga

karyawan memiliki motivasi untuk bekerja” (Daswan, S.H., Wawancara, 16

Agustus 2019).

penampilan seseorang dan mendorong orang tersebut untuk kembali
meningkatkan performanya.

4.  Safety Induction, Induksi dilakukan terutama bagi karyawan baru atau
baru dipindahkan. Induksi juga diberlakukan bagi tamu atau
kontraktor yang akan memasuki kawasan perusahaan. merupakan

program mendasar dalam mendisiplinkan karyawan yaitu dengan
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memberikan induksi dan orientasi tentang pekerjaan dan aspek
keselamatan kerjanya.

5. Leader team menjadi salah satu manajer lini penting dalam

Berdasarkan Unc asa angka 30 upah

adalah “hak pekerja akan dalam bentuk uang

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
(Abdul R Budiono, 2009: 29).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Amrozi Zainal, selaku
Karyawan PT. Harsasan Caya Abadi sekaligus selaku Juru Mudi Kapal Tug Boat

(TB) Laut Seraya 11 menyebutkan bahwa, Saya sudah bekerja di PT. Harsasan
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Caya Abadi sebagai nahkoda lebih kurang 2 (dua) Tahun (Amrozi Zainal,
Wawancara, 1 Agustus 2019).

Sebagai operator awak kapal memegang peran yang sangat penting untuk

efisien dan ramah

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)). Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan
tersebut meliputi :

1.  Upah tidak masuk kerja m=dan menjalankan pekerjaan diluar

2. Upah kerja lembur
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3. Upah minimum

4.  Bentuk dan cara pembayaran upah

5.  Denda dan potongan upah

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, “menyatakan bahwa dalam
pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu, jumlah pegawai
yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di

Kabupaten Bengkalis” (Daswan, S.H., Wawancara, 16 Agustus 2019).
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Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Amrozi Zainal, selaku
Karyawan PT. Harsasan Caya Abadi sekaligus selaku Juru Mudi Kapal Tug Boat

(TB) Laut Seraya 11 “menyebutkan bahwa, Saya bekerja di PT. Harsasan Caya

agara pengusahe ne § tuk membuat

perjanjian a

2. penghormatan
i kemungkinan
pihak yang satu
*’
3 telan sepakati bersama
4 ri pekerja maupiun pengusaha

melalui Kkinerja yang stabil dan peningkatan hasil kerja yang
menunjang perusahaan
5. Untuk menghindarkan hal hal yang dapat mengakibatkan perselisihan

6. Untuk rasa tanda tanya, dan menjernihkan suasana semangat kerja

para pihak dan berbagai prasangka negatif, dan kekurangsemangatan
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kerja menjauhkannya dari berbagai ketidakjelasan. (A. Ridwan Halim,

2001: 26).

Berdasarkawan wawancara penulis dengan Bapak Amrozi Zainal, selaku

2019).
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Dalam hal ini hak pekerja telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003. Bagi yang melanggar tentu akan diberi sanksi. Ada beberapa macam
hak pekerja yang dilindungi adalah :

1.  “Hak Untuk Mendapatkan Upah
Hak ini telah diatur di dalam Pasal 88 sampai Pasal 98 Undang Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga diatur di dalam Keputusan
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Menteri Tenaga Kerja yakni KEPMEN No0.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan
Struktur dan Skala Upah.

2. Perlindungan Jam Kerja

n‘_\-‘
»;

diatur di
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Adisu dan Libertus Jehani, 2006: 13).

4.  Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tentang Jamsostek ini diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial ini wajib bagi
pekerja/buruh, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
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Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial nasional meliputi 5 program

yaitu :

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

2003 tentang

d) Uang pisah yang diatur dalam Pasal 162 ayat (2) Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6.  Hak cuti

Cuti adalah istirahat tahunan yang harus diambil oleh pekerja setelah

bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Kebijakan pemberian cuti kepada pekerja

dituangkan dalam Pasal 79 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan yaitu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada

pekerja/buruh” (Editus Adisu dan Libertus Jehani, 2006: 22).

Pnegakan hukum disamping sanksi merupakan pengawasan. Dlam

yang menja:

menjadi ac

substansi h

minimum serta tunjangan kerja pelaut dan belum diratifikasinya Maritime

Labour Convention (MLC) oleh pemerintah Indonesia” (Tri Cahyadi, 2017:
100).
Problematika yang terjadi pada aspek struktur hukum menyangkut

penyelesaian permasalahan kesejahteraan awak kapal di kapal Indonesia masih
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terjadi karena belum ada lembaga peradilan khusus yang menangani hal tersebut.

Diantaranya adalah :

“Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut di Pengadilan

menyangkut

esia adalah :

ntang Undang-
ya kompetensi

pelaut untuk

kesadaran hukum kepada seluruh pelaut baik yang bekerja di Kapal Indonesia

maupun di kapal asing sehingga pelaut paham akan hak, kewajiban dan seluruh
regulasi yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya di atas kapal.

Jika di bedakan antara perjanjian kerja danlaut di temukan 1 perbedaan.
Landasan utama perjanjian kerja adalah hub kerja, dan sebagai acuan untuk

menuntuyt yang menjadi hak dan kewajiabnnya. Pengusaha dana wak kapal harus
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sadar kewajiabn masing masing, agar tercipta keselarasan . pengusaha kapal
haruslah melihat para pekerja nya agar hidunya layak.

Perlindungan terhadap keselamatan kerja dan kesehatan di bidang

Abadi

‘.f\‘“ by

Bukit Batu Kabupaten
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BAB IV

PENUTUP

kerja di bidang

atan Bukit Batu

apal lokal yang berlayar di
perairan Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Lemahanya
pengawasan dari pemerintah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak
atau perusahan-perusahan yang ingin mencari keuntungan besar, tanpa

melihan dari kesehatan dan keselamatan kerja dari karyawannya.
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B.

Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1.  Kepada PT. Harsasan Caya Abadi, seharusnya pihak perusahaan lebih

ak perusahaan

erti jaminan hari

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang khususnya
terhadap pekerja kapal yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi

Riau.
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